BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perlindungan hukum vyang dilakukan terhadap anak yang
dijadikan sebagai media dalam mengemis sudah diatur di dalam
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan
Anak Pasal 13, pemerintah dan masyarakat diwajibkan untuk
bertanggung jawab memberikan perlindungan kepada anak yang
tereksploitasi baik secara ekonomi dan atau seksual,
memperoleh perlindungan dari gangguan terhadap kehidupan
pribadi, memberikan perlindungan khusus bagi anak-anak yang
kehilangan lingkungan keluarga mereka, melindungi anak-anak
dari keterlibatan dalam pekerjaan yang mengancam kesehatan,
pendidikan atau perkembangan mereka.

2. Upaya penanggulangan yang dilakukan oleh pemerintah dengan
cara melakukan penyuluhan, bimbingan, latihan, dan pendidikan,
pemberian bantuan, pengawasan serta pembinaan lanjut kepada
berbagai pihak yang ada hubungannya dengan para pengemis
anak sehingga akan mencegah terjadinya eksploitasi anak juga
memberikan pendidikan dan pemahaman yang lebih positif
sehingga mencegah meluasnya eksploitasi terhadap anak. Selain

itu untuk memberikan efek jera juga kepada orang dewasa yang
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mengeksploitasi anak untuk mengemis atau menyewa bayi yaitu
dengan memberikanya sanksi-sanksi pidana seperti hukuman-
hukuman karena telah melanggar Pasal 2, Pasal 4, Pasal 11,
Pasal 13, Pasal 16, Pasal 32, Pasal 33, Pasal 59 Undang-
Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Pelindungan

Anak.

B. Saran

Dengan berbagai upaya di atas, diharapkan penanganan
terhadap anak-anak sebagai pengemis di jalanan dapat berhasil
dijalankan sesuai dengan harapan, dan mampu memberikan
harapan hidup yang lebih baik dalam menyongsong masa depannya,
selain itu pemerintah juga harus memperdayakan mereka dengan
cara memberinya pendidikan dan pelatihan-pelatihan dan
pemahaman-pemahaman yang lebih mendalam Sebab pendidikan,
perlindungan, kebahagiaan, kebebasan, juga termasuk hak anak-
anak sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah di atur dalam

undang-undang itu sendiri.
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